
BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 3' TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR
12 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PE.IAIIAT NEGARA,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang

Mengingat
1

bahwa dalam rangka penyempumaan dan efektivitas
pelaksanaan pe{alanan dinas dilingkugan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati la,buhanbatu Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Peq'alanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OO);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keunagan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang...
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
48691;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679],;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 17 tentang Hak
Keuangandan Administratif Piminan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O6, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagaimana
telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomr 310);

10. Peraturan Menteri Keugan Nomor 97 /PMK.O5|2010 tentang
Pe{alanaan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomr 225);

11. Peraturan Menteri Keugan Nomor 1l3/PMK.OS/2012 tentang
Perjalanaan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomr 678);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor S, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten L,abuhanbatu Utara Nomor g9);

MEMUTUSKAN...
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati labuhanbatu Utara
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pe{alanan Dinas Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 192) diubah
sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7)
sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Peq'alanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah
Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang.

(21 Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, dan PTT harus
berdasarkan SPf, serta dilampiri SPD dari pejabat yang
berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitl<an Surat
Perintah Tugas dan SPD untuk pedalanan dinas yang
biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada
SKPD.

1

(41 Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat
Perintah T\rgas dan SPD sekaligus menetapkan alat
transport yang digunakan untuk melaksanakan
pe4'alanan yang bersalgkutan dengan memperhatikan
kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

(5) Pejabat yang menandatangani SpI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;

b. Wakil...

MEMUTUSI(AN:
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b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil
Bupati;

c. Pejabat Eselon II, Kepala SKPD, Kepala Bagian di
lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh
Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten
Administrasi Umum atas nama Bupati;

d. Pejabat lainnya, PNS atau PfI, pada Sekretariat
Daerah yang biayanya dibebankan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah atau Asisten Administrasi Umum atas nama
Sekretaris Daerah;

e. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
f. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD

atau Wakil Ketua DPRD;
g. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil

Ketua DPRD;
h. Pejabat Eselon Ill/Golongan IV, Pejabat Eselon IV/

Golongan III, PNS Golongan II, Golongan I, dan PTT
pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau
Sekretaris atas nama Kepala SKPD yang biayanya
dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang
bersangkutan;

i. Pejabat yang dapat menggunakan supir adalah Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II.

(6) SPD yang melaksanakan pery'alanan dinas diterbitkan oleh
masing-masing SKPD dan ditandatangani oleh Kepala
SKPD.

(7) Atas dasar pertimbangan besaran SKPD, beban ke{a
dan/atau rentang kendali, SPD di lingkungan Sekretariat
Daerah ditandatangani oleh Asisten Adminstrasi Umum.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasc.l 22 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Peg'alanan dinas dalam ralgka melakukan pengawasan
oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(21 Penjagaan Upacara dan Acara Penting oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara yang
berlokasi di wilayah Kecamatan Kualuh Hulu dan Kualuh
Selatan yang tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas
dalam daerah (non tipe) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan.. .
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundalgan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten t abuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal Z OkWer ' 2917
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Di di Aek Kanooan
2 Ok:br' zotz
DAERAH KABUPATEN LABU

DD AH

UTARA,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KAI}UPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKR


